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LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan
(empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan).
Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki
konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses
pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu (pertama) bahwa
kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah,
pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (Kedua) bahwa
kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian
kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.°

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, Kkhususnya
kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau
kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka
memiliki  kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas
mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari
kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber
produktif ~yang  memungkinkan  mereka dapat meningkatkan

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka

Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama,2017),

hal.57
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perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan
keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Ife sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa
pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang
lemah atau tidak beruntung. Menurut Parsons sebagaimana ditulis oleh
Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan
mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai
pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta
lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan
menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan
kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan
orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan
Levin sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan
menunjuk pada wusaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui
pengubahan stuktur sosial.**

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan.
Pemberdayaan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan
untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam
masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah
kemiskinan.  Sedangkan  pemberdayaan sebagai tujuan, maka
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh

subuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki

1bid., hal. 58
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kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun

sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,
mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan
mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian
pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sehingga indikator
keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.*2

Sedangkan pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang RI

Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, pemberdayaan adalah upaya yang

dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat

secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha
terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan
berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.*®
2. Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4
prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah
sebagai berikut:

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa
sendiri;

b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan

berkeadilan;

21bid., hal. 59
3Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1
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Cc. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar
sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM);

d. peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
dan

e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara
terpadu.t*

. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5
tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara
ekonomi adalah sebagai berikut:

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,
berkembang, dan berkeadilan;

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

c. meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari

kemiskinan.

“Ibid.,
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4. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:

a. Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/
omzet/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan
pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia;

b. aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5%
keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi
usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan
kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi,
KKU);

c. mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat
sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward
linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura,
ataupun subkontrak;

d. pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, baik bentuk
PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil),
SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit

Pelayanan Teknis) ataupun TPI (Tenaga Penyuluh Industri);
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e. pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB
(Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan
Kerajinan).'®

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha
produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan oleh perorangan atau
badan usaha di semua sektor ekonomi.*®

Sedangkan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
sesuai dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2008 vyaitu:

a. Usaha Mikro adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki asaet (tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha) paling banyak Rp50.000.000,00 dan
memiliki omzet per tahun Rp300.000.000,00.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari

Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 dan

®Mudrajad Kuncoro, Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan,
(Jakarta: Erlangga,2010), hal. 197

%Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-lsu Penting,
(Jakarta: LP3ES,2012), hal. 11
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memiliki omzet per tahun lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan
paling banyak Rp2.500.000.000,00.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah aset (tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp500.000.000,00 sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 dan mempunyai omzet per
tahun lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00.%

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka perlu
memahami karakteristik, sehingga dengan memahami karakteristik maka
dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan. Adapun
karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai skala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun
orientasi pasar.

b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota
besar.

c. Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari

kegiatan lain.

"Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1
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d. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi
dan operasi. Kebanyakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus
pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga
dan kerabat dekatnya.

e. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit
formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan
usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga,
kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

f. Sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditandai
dengan belum dimilikinya status badan hukum.

g. Dilihat menurut golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga
bagian dari seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman, dan
tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam,
industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya
termasuk perabotan rumah tangga, masing-masing berkisar antara 21%
hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sementara itu, yang
bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih

sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 1%.8

18Kuncoro, Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan..., hal. 190
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3. Tantangan dan Masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) agar mampu berdaya saing tinggi harus dilihat
dari kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini. Daya
saing ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk
memproduksi suatu barang, harga, desain dan faktor lingkungan yang
memberikan faktor kondusif agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) mampu bersaing secara ketat. Perkembangan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) di Negara sedang berkembang dihalangi oleh

banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intetitasnya) bisa
berbeda disatu daerah dengan di daerah lain atau antara pedesaan dan
perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang
sama.®

Secara garis besar tantangan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Bagi usaha dengan omzet kurang dari Rp300 juta per tahun umumnya
tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan
hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan
“aman” sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal
yang besar untuk ekspansi produksi. Biasanya modal yang diperlukan

sekedar membantu kelancaran cashflow saja. Bisa dipahami bila kredit

B®Lip Saripah dan Hernawati, Memanfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut
Program PKH PNFI, (Bandung: APRIL MEDIA,2011), hal. 27
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dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-KUD)

amat membantu modal kerja mereka.

. Bagi usaha dengan omzet antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar

setahun, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya

mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih
lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil

UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh usaha jenis ini

adalah:

1) masalah belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen
yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan
perusahaan;

2) masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi
kelayakan untuk memperoleh pinjaman, baik dari bank maupun
modal ventura karena kebanyakan UMKM mengeluh berbelitnya
prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan
tingkat bunga dinilai terlalu tinggi;

3) masalah pembuangan limbah yang mana limbah dari hasil produksi
bisa mencemari lingkungan sekitar apabila pembuangannya tidak
dengan proses yang benar;

4) masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam
merebut pasar semakin Ketat;

5) masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh

perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah;
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6) masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan
yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas
rendah, dan tingginya harga bahan baku;

7) masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang
sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah
cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang
pengganti;

8) masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang

terampil.?°

4. Manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Manfaat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya

berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi

pertumbuhan ekonomu di pedesaan. Berikut beberapa manfaat penting

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM):

a.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan dalam
memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses
pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong
pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.

Pada saat krisis moneter tahun 1998 usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) tetap bertahan dari goncangan Krisis.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga sangat membantu

negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, lewat

20Kuncoro, Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan..., hal. 196



28

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga banyak tercipta unit-
unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat
mendukung pendapatan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi
pengangguran.

d. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki fleksibilitas yang
tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar,
sehingga usaha mikro, kecil dan menengah perlu perhatian khusus yang
didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah
antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan
elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

e. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sering
dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi sosial dalam negeri seperti
tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan,
proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan
pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi
positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-

masalah tersebut di atas.?*

2l embaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM), (Jakarta: Bank Indonesia,2015), hal. 16



29

5. Penumbuhan Iklim Usaha
Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan
menetapkan peraturan perundang-undagan dan kebijakan yang meliputi
aspek:?2
a. Pendanaan
Aspek pendanan sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a
ditunjukan untuk:

1) Memperluas sumber pendanan dan memfasilitasi usaha Mikro Kecil
dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan
lembaga keuangan bukan bank

2) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya
sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3) Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara
cepat, tepat, murah, dan tidak dsikriminatif dalam pelayanan sesuai
dengan ketentuan peranturan perundang-undangan

4) Membantu para pelaku Usaha Mikro, dan Usaha Kecil untuk
mendapatkan pembiayaan dan jasa/ produk keuangan lainya yang
disediakan perbankan dan lembaga keuangan

b. Sarana dan prasarana
1) Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan

mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil

22Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting,
(Jakarta: LP3ES,2012), hal. 19
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2) Memberikan keringan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan
Kecil

. Informasi usaha

1) Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data jaringan
informasi bisnis

2) Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar,
sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi
mutu

3) Memberikan jaminan transparasi dan akses yang sama bagi semua
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi
usaha

. Kemitraan

1) Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2) Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Usaha Besar

3) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam
pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

4) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam
pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

5) Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah
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6) Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen

7) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusataan usaha oleh
orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

. Perizinaan usaha

1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem
pelayanan terpadu satu pintu

2) Membebaskan biaya perizinaan bagi Usaha Mikro, dan memberikan
keringanan biaya perizinan bagi Usaha kecil

. Kesempatan berusaha

1) Menentukkan peruntukan tempat usaha yang meliputi, pemberian
lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi setra industri, lokasi pertanian
rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang
kaki lima, serta lokasi lainya

2) Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan kecil di
Subsektor perdagangan ritel

3) Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

4) Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha
Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung

5) Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan
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6) Memiliki ciri khas tertentu di setiap produk yang diproduksi agar
dapat menarik konsumen
g. Promosi dagang
1) Meningkatkan promosi produk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di
dalam negeri dan luar negeri
2) Memperluas sumber pendanaan untuk promosi Produk Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah di dalam negeri dan luar negeri
3) Memberikan insetif dan tata cara pemberian insetif untuk Usaha
Mikro Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan
secara mandiri dalam kegiatan promosi produk dalam dan luar negeri
4) Memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk
dan desain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kegiatan usaha
dalam dan luar negeri
h. Dukungan kelembagaan
Mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan
pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga
pendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6. Pengembangan Usaha
Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan
usaha dalam bidang:
a. Produksi
1) Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan

manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
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2) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana,
produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan
bagi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

. Pemasaran

1) Menyebarluasakan informasi pasar

2) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran

3) Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan
distribusi

. Sumber Daya Manusia

1) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan

2) Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial

3) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan
untuk melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, motivasi
dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha

. Desain dan teknologi

1) Meningkatkan dalam bidang desain dan teknologi serta pengendalian
mutu

2) Meningkatkan kerja sama dan alih teknologi

3) Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang
penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru

4) Memberikan insetif kepada Usaha Mirko Kecil dan menengah

5) Mendorong usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memperoleh

serifikat hak atas kekayaan Intelektual
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C. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian pengertian koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.?

Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas
tradisional dan kerja sama antar individu, yang pernah berkembang sejak
awal sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada
akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis
atau Koperasi Pra-Industri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18,
terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama
tahap awal Revolusi Industri.

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh
Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun
1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat
tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Sejak saat itu koperasi telah banyak mengalami perubahan baik dari
segi nama, tugas dan fungsi, juga struktur organisasi. Perombakan terhadap
koperasi dilakukan karena disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dan
kebutuhan. Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya

masalah yang dihadapi dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di

ZDyah Sudarsih, Badan-Badan Usaha, (Surakarta: PT Era Pustaka Utama,2008), hal. 42
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berbagai bidang dengan memperkuat kedudukan dalam pembangunan hingga
tahun 1993. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 96 Tahun 1993,
tentang Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah
terjadi perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi
dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi
bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan
yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi
kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan harus ditangani secara
mendasar mengingat yang perekonomian tidak terbatas hanya pada
pembinaan perkoperasian saja. Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di
lapangan, maka diadakan peninjauan kembali susunan organisasi Departemen
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional.
Pada tahub 1998 terbentuklah Kabinet Pembangunan VII berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1998, tanggal 14
Maret 1998, dan Keppres Nomor 102 Thun 1998 telah terjadi penyempurnaan
nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi
Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil, hal ini merupakan
penyempurnaan yang kritis dan strategis karena kesiapan untuk melaksanakan
reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu serta
menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil
dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi yang penuh tantangan.
Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri
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Negara, maka Departemen Koperasi dan PK diubah menjadi Menteri Negara
Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.?*

Rumusan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) vyaitu membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan
koordinasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengabh.

1. Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), yaitu:

a. Merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan
usaha kecil menengah.

b. Mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan
rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang
koperasi dan usaha kecil menengah.

c. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha
kecil menengabh.

d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional lembaga pengembangan
sumberdaya ekonomi rakyat.

e. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.?®

2. Wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), yaitu:

a. Menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung

pembangunan secara makro.

24 http://www.depkop.go.id/sejarah-kementerian, diakses pada tanggal 21 Desember 2018
®lpid.,
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b. Menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM.

c. Menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUKM.

d. Membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang
meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang
KUKM.

e. Mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang
disahkan atas nama negara di bidang KUKM.

f. Menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.

g. Menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.

h. Menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.

i. Menerapkan pedoman akuntasi koperasi dan pengusaha kecil
menengah.

J. Menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.

k. Memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem
distribusi bagi KUKM.

I. Memberikan dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar KUKM

serta kerjasama dengan badan lainnya.?

D. Manajemen Strategi
1. Definisi Manajemen Strategi
Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan

manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

1bid.,
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Manajemen strategi menekankan dan mengutamakan pengamatan dan
evaluasi mengenai peluang (opportunities) dan ancaman (threats)
lingkungan eksternal perusahaan dengan melihat kekuatan (strengths) dan
kelemahan (weaknesses) dalam lingkungan internal perusahaan. Sementara
itu, proses manajemen strategik meliputi empat elemen dasar yaitu:
pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan
evaluasi serta pengendalian.?’

Jadi, manajemen strategi berkaitan dengan proses menghasilkan suatu
rencana-rencana dan kebijakan strategik sebagai perwujudan dari strategi
terapan yang berfungsi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka
panjang maupun pendek. Manajemen strategi merupakan proses yang
sangat penting bagi perusahaan dalam menciptakan strategi yang tepat
guna dan memiliki daya ungkit bagi pencapaian tujuan perusahaan secara
maksimal.

2. Proses Manajemen Strategi

Proses manajemen strategi bermula pada maksud mendasar
didirikannya suatu organisasi serta nilai-nilai organisasi yang diharapkan,
yang dicerminkan sebagai visi dan misi organisasi. Kemudian proses itu
dilanjutkan dengan penetapan tujuan dan sasaran yang merupakan target-
target yang spesifik. Berdasarkan hasil analisis strategi, dari eksternal
maupun internal, dan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran

organisasi yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah strategi yang

2’Husein Umar, Desain Penelitian Manajemen Strategik: cara Mudah Meneliti Masalah-
Masalah Manajemen Strategik, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), hal. 16



39

diharapkan dapat mengkoordinasikan sarana dan kegiatan organisasi agar
dapat mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah
ditetapkan. Strategi yang telah dirumuskan, diangkat atau diungkit dalam
pengimplementasian yang didukung oleh kepemimpinan strategi, dimana
pelaksanaannya selalu dipantau agar dapat sejalan dengan strategi
organisasi.
Secara teknis proses manajemen strategi dilakukan dengan lima
tahapan, yaitu:
a. Pengembangan suatu visi strategi yang mengarahkan dan memfokuskan
pada masa depan organisasi perusahaan.
b. Menentukan tujuan dan sasaran untuk mengukur kemajuan pencapaian
visi strategi organisasi perusahaan.
c. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan.
d. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi secara efektif dan
efisien.
e. Menilai kinerja dan melakukan penyesuaian koreksi, untuk kebutuhan
organisasi perusahaan jangka panjang, baik tentang pengarahan, tujuan,

strategi atau pendekatan dalam pelaksanaan strategi.?

23ofjan Assauri, Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada,2013), hal. 15
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3. Tingkatan Manajemen Strategi
Dalam pelaksanaan manajemen strategi, terdapat proses dan tingkat

atau level dari strategi. Tingkatan tersebut meliputi:

a. Strategi Jaringan (Network Strategy)
Strategi jaringan ini di kembangkan dalam suatu grup organisasi bisnis
untuk mencapai tujuan keseluruhan grup organisasi dan bukan tujuan
dari  masing-masing  organisasi  tunggal.  Strategi  jaringan
mengkoordinasikan tindakan diantara persekutuan organisasi, terkadang
ditemui strategi jaringan yang bersifat formal dan tegas.

b. Strategi Korporat
Strategi ini mempunyai dua fokus strategi, yaitu menspesifikasikan
industri dimana divisi bisnis dari organisasiakan bersaing, dan
mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan untuk devisi bisnis
ini.

c. Strategi Bisnis
Strategi bisnis merumuskan apa yang akan dilakukan, oleh siapa dan
bagaimana pelaksanaannya, serta dari siapa proses tersebut ditetapkan
perlu untuk dilaksanakan, dan mengapa sasaran suatu organisasi perlu
diupayakan untuk dicapai.

d. Strategi Fungsional
Strategi fungsional ini dikoordinasikan oleh strategi tingkat bisnis.
Strategi fungsional merupakan strategi bisnis dalam beberapa bidang,

seperti teknologi informasi, hubungan manusia (human relation), riset
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dan pengembangan, serta pemasaran. Masing-masing sub-unit tersebut
mengembangkan penilaian yang dilakukan lebih rinci, yang menjadi
komitmen sumber daya yang lebih khusus dari strategi pada tingkat
yang lebih tinggi.
e. Strategi Individual
Strategi ini adalah strategi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
seluruh tingkat atau level strategi. Strategi individual merupakan usaha-
usaha langsung individu, baik dari dalam maupun dari luar organisasi,
untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.?®
4. Peran Manajemen Strategi dalam Pemenangan Bisnis
Strategi organisasi bisnis atau perusahaan adalah mengarahkan
bagaimana organisasi berupaya memanfaatkan lingkungan dan
pengorganisasian kapabilitas perusahaan agar dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang diinginkan. Tujuan penetapan strategi diarahkan pada upaya
memenangkan persaingan. Strategi perusahaan menekankan bagaimana
organisasi bertindak dalam menghadapi persaingan bisnis, dengan upaya
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyempurnaan sikap
pengoperasian bisnis perusahaan guna mencapai kinerja yang diharapkan
dalam tujuan organisasi.
a. Keunggulan bersaing menentukan keberhasilan bisnis
Pada dasarnya, manajemen strategik menekankan kegiatan

perusahaan sebagai upaya mencapai posisi keunggulan bersaing di atas

2Ibid., hal. 19
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para pesaingnya dalam melayani pelanggan sasaran perusahaan.
Perusahaan akan lebih senang menjadi pemenang dalam industri yang
digelutinya. Keunggulan bersaing merupakan kemampuan suatu
perusahaan untuk menciptakan suatu nilai, yang lawan (pesaingnya)
tidak dapat melakukannya. Pengalaman yang luas dapat dimanfaatkan
oleh pemimpin strategi dalam bidang manajemen strategik untuk
meningkatkan keunggulan bersaing perusahaannya. Terdapat tiga
penentu yang dapat dimanfaatkan suatu perusahaan untuk
meningkatkan keunggulan bersaingnya, yaitu:

1) Prespektif internal, yang terfokus pada sumber daya dan kapabilitas,
seperti sumber daya internal yang unik, yang memungkinkan
perusahaan dapat memukul lawannya dalam persaingan.

2) Prespektif eksternal, yang terfokus pada struktur industri dan cara
perusahaan memposisikan dirinya di dalam keunggulan bersaing.

3) Prespektif dinamis, yang menjembatani prespektif internal dan
eksternal, yang merupakan landasan ketiga dari keunggulan
bersaing.

. Strategi bersaing dalam menumbuhkan keunggulan bersaing

Banyak cara perusahaan untuk mencapai tujuannya, dan cara itulah
yang disebut strategi bisnis. Strategi bisnis adalah cara perusahaan
untuk mencapai tujuannya di dalam suatu industri tertentu atau segmen

industri. Strategi bersaing memberikan posisi yang berbeda dalam
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industri dan keunggulan bersaing yang ingin dicapai di pasar serta

meliputi pilihan di antaranya:

1) Target pasar yang dapat berupa target pasar yang luas, ataupun target
pasar yang terbatas maupun target pasar yang sempit, dan

2) cara perusahaan mengejar keunggulan bersaingnya yang terkait
dengan harga rendah atau diferensiasi produk.

c. Pemenangan bisnis
Di dalam upaya pemenangan bisnis, strategi pemenangan yang
dijalankan suatu perusahaan agar dapat berhasil harus memenuhi

Kriteria:

1) Strategi harus pas dan dapat sesuai dengan keadaan yang dihadapi
perusahaan terkait dengan keadaan internal dan eksternal persaingan
yang dihadapi.

2) Strategi  dapat menghasilkan  keunggulan  bersaing  yang
berkelanjutan, dengan menekankan pada Kinerja yang hebat atau luar
biasa sepanjang masa.

3) Strategi dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik, sehingga
akhirnya dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang unggul.*°

5. Aspek-aspek Manajemen Strategi
Menurut Thompson dan Strickland dalam bukunya Strategic
Management yang telah dialih bahasa ke dalam Bahasa Indonesia, secara

umum, manajemen strategi memiliki aspek-aspek strategi yang senantiasa

*Ibid., hal. 11
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dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan.
Aspek-aspek tersebut antara lain:
a. Mengembangkan visi dan misi organisasi
Setiap organisasi membutuhkan misi-pernyataan mengenai maksud
organisasi. Misi tersebut menjawab pertanyaan: apakah alasan kita
untuk berada dalam usaha ini? dan penting pula bagi manajer untuk
mengidentifikasi sasaran terkini yang ada dan strategi yang sekarang
digunakan.
b. Mengatur tujuan organisasi
Mengatur terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan organisasi itu
berdiri, sebelum merumuskan strategi dan sebagainya.
c. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan
Para manajer perlu menyusun dan mengevaluasi berbagai alternatif
strategi dan kemudian memilih strategi-strategi yang saling mendukung
dan melengkapi serta strategi yang memungkinkan organisasi mampu
memanfaatkan kekuatan dan peluang lingkungannya yang paling baik.
d. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi
Setelah strategi dirumuskan, strategi harus diimplementasikan.
Strategi hanya bagus jika implementasinya bagus. Tanpa peduli betapa
efektifnya organisasi telah merencanakan strateginya, organisasi
tersebut tidak dapat berhasil jika strategi itu tidak diimplementasikan

dengan semestinya.
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e. Mengevaluasi hasil, memonitor perkembangan baru, dan membuat
perbaikan dan penyesuaian strategi
Langkah terakhir dalam aspek manajemen strategi adalah
mengevaluasi hasil. Seberapa efektif strategi yang telah laksanakan?.
Apapun hasilnya, akan menjadi rekomendasi masukan bagi perbaikan
dan penyempurnaan strategi dan implementasi berikutnya dan jika ada,
penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing

organisasi terhadap perkembangan baru.®

E. Pengusaha
1. Definisi Pengusaha

Pengusaha adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik itu
usaha jual-beli, ataupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah
tidak lain mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang
mungkin akan terjadi dalam kegiatan usahanya.®? Pengusaha adalah
profesi yang mandiri dalam membangun dan menjalankan usahanya.
Seorang pengusaha juga harus mempunyai visi dan misi yang
memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak. Tidak bisa dipungkiri
bahwa seorang pengusaha sukses akan mendapatkan hasil yang

menggiurkan. Bahkan jika usaha yang dijalankan maju dan berkembang

SLArthur A. Thompson, Jr dan A. J. Strickland 111, Strategic Management Concepts
and Cases, (New York: McGraw-Hill Companies,2003), hal.6

%Eltendi  Dhirgan,  Perbedaan  Pengusaha  dengan  Wirausaha, dalam
https://mww.lyceum.id/perbedaan-pengusaha-dengan-wirausaha/, diakses pada tanggal 22
Desember 2018
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pesat, bukan mustahil, predikat pengusaha besar atau kolongmerat bisa
diraih.®
2. Sikap dan Karakter Seorang Pengusaha
Sikap dan karakter yang dimiliki seorang pengusaha akan membawa
usahanya ke arah pengembangan, peningkatan, dan kemajuan. Sikap dan
karakter seorang pengusaha antara lain:3*
a. Adaptability

Adaptability adalah kemampuan dalam menghadapi situasi baru
dan menemukan solusi kreatif dari permasalahan-permasalahan yang
ada. Seorang pengusaha akan cepat beradaptasi pada situasi baru dan
menemukan solusi kreatif dari keadaan yang menekannya.

b. Competitiveness

Competitiveness adalah kesediaan untuk bersaing dang menguji diri
sendiri terhadap yang lain. Dalam dunia usaha akan selalu tumbuh
pesaing-pesaing baru. Hal ini wajar dan pasti akan dialami oleh setiap
pengusaha.

Hal-hal yang dapat dilakukan adalah mempelajari keunggulan dan
kelemahan pesaingnya, kemudian membandingkannya dengan
keunggulan dan kelemahan usaha Kkita. Selanjutnya, Kkita dapat
memperbaiki  kelemahan usaha serta lebih  meningkatkan
keunggulannya. Dengan mempelajari keunggulan pesaing kita, maka

kita dapat mengevaluasi apakah produk kita sudah cukup unggul atau

3Wulan Ayodya, Siswa Juga Bisa Jadi Pengusaha, (Jakarta: Erlangga,2004), hal. 32
*1bid., hal. 32
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tidak. Tingkatkan keunggulan produk kita dalam hal kualitas, harga,
pelayanan, dan berbagai keunggulan lainnya. Seorang pengusaha harus
selalu siap untuk bersaing sehat. la harus bertekad memenangkan
persaingan dengan berbagai keunggulan yang dimiliki.
. Confidence

Confidence adalah sikap penuh keyakinan bahwa kamu bisa
lakukan apa yang telah kamu tetapkan secara konsisten. Sikap percaya
diri harus ditingkatkan tapi jangan berlebihan.
. Discipline

Discipline adalah kemampuan untuk tetap fokus dan taat pada
jadwal rencana serta deadline (batas waktu). Intinya seorang pengusaha
selalu berusaha memuaskan pelanggannya dengan menepati apa yang
telah dijanjikan. Jangan sampai tidak tepat dan terlambat dalam
memenuhi pesanan. Bila kita melakukan hal tersebut, maka akan
memberikan kesan kurang baik pada pelanggan. Dampaknya, orang
tidak akan percaya atau enggan memesan kembali ke perusahaan kita.
. Passion
Passion adalah gairah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan.
. Honesty
Honesty adalah komitmen untuk berpegang pada kebenaran, tidak

dusta, dan bersikap fair (adil) setiap berhubungan dengan orang lain.
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g. Organizing
Organizing adalah kemampuan untuk mengorganisasikan atau
mengatur segala sesuatu agar mencapai tujuan. Salah satunya dengan
cara pembagian kerja dan jabatan. Pembagian kerja dan jabatan dibuat
dengan mempertimbangkan keahlian dan pendidikan tenaga kerja yang
dimiliki. Pengusaha harus pintar membagi tugas atau pekerjaan bagi
masing-masing karyawan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-
masing karyawan. Selain piawai dalam pembagian tugas, seorang
pengusaha juga harus bisa mengorganisasikan semua SDM (Sumber
Daya Manusia) sehingga menjadi satu kesatuan kerja yang solid untuk
mencapai tujuan bersama yaitu kemajuan perusahaannya.
h. Perseverance
Perseverance adalah kegigihan untuk bertahan mencapai tujuan,
apa pun kendalanya.
i. Risk taking
Risk taking adalah dorongan untuk berani menghadapi dan
mengambil risiko. Terjun ke dunia usaha tentunya dapat mengalami
kemungkinan rugi. Kuncinya adalah berani dalam menghadapi risiko.
Kita jangan gegabah dan harus penuh perhitungan sebelum mendirikan
usaha. Perhitungan yang matang di segala bidang, banyak belajar, dan
terus mencari informasi mengenai bisnis yang sedang ditekuni, dapat

mengurangi risiko kerugian yang dapat dialami sewaktu-waktu.
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j- Understanding
Understanding adalah kemampuan untuk mendengarkan dan
berempati kepada orang lain. Pengusaha berusaha untuk selalu peka
terhadap keinginan pelanggan, karena itu seorang pengusaha harus
memiliki sikap berbesar hati untuk menerima keluhan dan saran dari
pelanggan. Setelah itu pengusaha juga harus melakukan penelitian dan
mengkaji lebih lanjut keluhan dan saran yang diterima. Dengan
kepekaan dan empati, pengusaha akan tahu apa yang paling diinginkan
oleh konsumennya.
k. Vision
Vision adalah kemampuan untuk melihat hasil akhir dari tujuan
kamu sambil bekerja untuk mencapainya. Seorang pengusaha yang
handal, biasanya sudah mengetahui tujuan akhir yang diinginkannya.
Menjadi pengusaha harus punya visi dan mimpi tentang usahanya
kelak. la juga harus punya target berapa pemasukan usaha yang ingin
dicapai untuk mencapai cita-citanya tersebut. Target yang ingin dicapai
juga harus disertai dengan membuat strategi-strategi pencapaian tujuan
akhir tersebut.
3. Rencana Perwujudan Niat atau Tekad menjadi Seorang Pengusaha
Mewujudkan keinginan menjadi seorang pengusaha dengan niat dan

tekad yang kuat merupakan hal yang sangat penting. Berikut ini langkah-
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langkah untuk membuat rencana perwujudan niat atau tekad untuk menjadi
seorang pengusaha:®®
a. Tentukan tujuan utama
Tentukan tujuan utama kamu untuk menjadi pengusaha dan
pikirkanlah hasil akhir yang diinginkan. Jadikanlah hasil akhir tersebut
sebagai mimpi yang harus dicapai. Tanamkanlah mimpi tersebut terus-
menerus dalam pikiran kamu.
Lalu yakinlah bahwa suatu saat nanti mimpi tersebut akan tercapai.
Akan lebih baik apabila mimpi mencapai tujuan tersebut disertai
dengan membuat target pencapaian.
b. Pikirkanlah dan tuliskan bidang yang paling disukai
Bayangkan dan tuliskan bidang yang paling kamu sukai. Jangan
hanya satu, tetapi dua atau tiga bidang dengan urutan pertama sebagai
yang paling disukai. Setelah menuliskan bidangnya, kemudian pikirkan
dan tuliskan kemungkinan-kemungkinan untuk meraihnya. Dalam hal
ini kamu harus rasional untu menyeleksi kemungkinan-
kemungkinannya. Apabila kemungkinan tersebut terlalu jauh dari
kondisi sekarang, cobalah untuk mencari sesuatu yang kamu sukai
dengan kemungkinan yang lebih realistis.
Tak ada hal yang mustahil untuk meraih kesuksesan, tetapi
dibutuhkan perjuangan ekstra keras dan pengorbanan untuk

mencapainya. Lakukanlah hal yang realistis terlebih dahulu untuk

*1bid., hal. 48
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langkah awal menjadi pengusaha. Hal ini bertujuan untuk menambah
pengalaman dan kepercayaan diri kamu terlebih dahulu (kepercayaan
diri biasanya akan bertambah apabila kamu berhasil). Setelah itu kamu
dapat mewujudkan impian terbesar untuk pengembangan usaha
selanjutnya.
. Carilah informasi yang mendetail mengenai bidang usaha yang ingin
kamu tekuni

Kamu harus mengumpulkan berbagai informasi mengenai bidang
yang akan menjadi pilihan usaha dari berbagai sumber seperti buku,
majalah, koran, dan cerita pengalaman orang yang bergelut di bidang
tersebut. kamu bisa memperolehnya pula melalui internet dan media
lain seperti radio, televisi, dan seminar. Tujuan dari pengumpulan
informasi ini agar kamu mengetahui tentang gambaran bidang tersebut
secara keseluruhan. Kumpulkan data penting seperti:
1) Bagaimana seluk-beluk bidang usaha tersebut?
2) Bagaimana prospeknya?
3) Apa saja yang harus kamu miliki untuk usaha tersebut?
4) Apa saja yang harus dilakukan?
5) Bagaimana pengalaman pengusaha sebelumnya?
6) Siapa saja pengusaha yang paling sukses di bidangnya dan

bagaimana mereka menjalankan bisnisnya?
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d. Belajarlah dari mentor atau guru terbaik
Setelah kamu mengetahui banyak informasi mengenai bidang
usaha yang akan dipilih, selanjutnya cari mentor atau guru-guru yang
dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kamu.
e. Siap memulai usaha
Setelah melakukan empat langkah sebelumnya, kamu sudah dapat

mengambil ancang-ancang untuk mulai berwirausaha.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi,
dkk bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan pada UKM
di Kota Malang yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM
Kota Malang. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan
yang dilakukan belum maksimal dan merata karena data jumlah UKM belum
valid dengan faktor pendukung dan penghambatnya.®® Persamaan penelitian
tersebut dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah sama-sama melakukan
memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di daerah setempat. Untuk
perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas seluruh UKM yang ada
sedangkan penelitian sekarang hanya memfokuskan pada satu UKM saja.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Muhammad Farid Said bertujuan

untuk mendiskripsikan strategi Dinas Koperindag dalam memberdayakan

%Hesti Kusuma Waradni Ambar Pertiwi, et. All, “Peranan Dinas Koperasi dan UKM
dalam Pembersayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Malang”, Jurnal Administrasi Publik Vol. 2,
hal. 213-220
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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berfokus pada sektor
perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan Dinas
Koperindag dalam memberdayakan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) tidak berjalan optimal, hal ini dikarenakan masih dihadapkan pada
berbagai persoalan yang menghambat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh
pemerintah pada fase inisial cukup berperan dalam memberikan pelatihan dan
penyuluhan. Selanjutnya pada fase partisipatoris masyarakat dan oemerintah
sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM. Sementara pada fase
emansipatoris pemerintah masih terkendala pada penyediaan sarana dan
prasarana dalam pengembangan UMKM.3" Persamaan penelitian tersebut
dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti strategi dari dinas
daerah setempat dalam pemberdayaan UMKM. Untuk perbedaannya adalah
penelitian tersebut membahas strategi dinas daerah setempat dalam
pemberdayaan UMKM vyang difokuskan ke sektor perdagangan saja,
sedangkan penelitian sekarang membahas strategi dinas daerah setempat
dalam pemberdayaan UMKM yang difokuskan ke satu sektor.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Duwi Kurniawan bertujuan untuk
menganalisis dan mendiskripsikan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di dusun
Waru Rejo, desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan serta

mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian

37A. Muhammad Faris Said, “Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperindag
Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)”, (Makassar: Skripsi Tidak
Diterbitkan,2015)



54

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini bentuk
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dusun Waru
Rejo yaitu berupa bantuan dari Pemerintah melalui kegiatan UMKM di
Dusun Waru Rejo. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan peluang dalam
memacu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan pada
masyarakat.®® Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang
dilakukan peneliti sekarang adalah sama-sama melakukan pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk perbedaannya adalah
penelitian tersebut melakukan pemberdayaan dalam menanggulangi
kemiskinan, sedangkan dalam penelitian sekarang melakukan pemberdayaan
di satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) daerah setempat.
Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Ibrahim bertujuan untuk
mendiskripsikan dan menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda
yang berada di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
Hasil penelitian ini menunjukkan peran dinas koperasi dan UKM dalam
pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota samarinda sudah berjalan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari UKM yang ada di Kota Samarinda
khususnya di Kelurahan Jawa yang semakin tahun mengalami peningkatan.
Peran yang dilakukan dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kota
Samarinda dalam memberdayakan UKM dapat melalui beberapa cara,

diantaranya vyaitu, pertama, peningkatan pengelolaan organisasi dan

%Ferry Duwi Kurniawan, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam Penanggulangan Kemiskinan”, Jurnal Kebijakan Manajemen Publik Vol. 2 No. 2, 2014, hal.
103-220
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manajemen dalam pemberdayaan Aparatur DKUKM Samarinda yang
diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah berupa pelatihan teknis
yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen.
Kedua, peningkatan akses terhadap sumber modal yang di tempuh melalui
peran sektor jasa keuangan yaitu pemerintah, swasta dan koperasi. Ketiga,
peningkatan terhadap akses pasar dikarenakan dibidang pemasaran banyak
UKM yang tidak mengetahui cara memasarkan produk. Selama ini mereka
hanya pandai memproduksi dalam menghasilkan suatu barang tetapi tidak
pandai dalam memasarkannya. Namun dalam melakukan pemberdayaan
tersebut belum dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di Kota Samarinda karena
luasnya wilayah serta besarnya sentra binaan yang menjadi kewenangan
Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda yang tidak
sebanding, dalam proses pelaksanaan pembinaan yang bersifat internal
kurangnya tenaga pembina dan pembimbing.3® Persamaan penelitian tersebut
dengan penelitian sekarang adalah sama-sama melakukan pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh dinas tertentu. Untuk
perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas peranan, sedangkan
penelitian sekarang membahas strategi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sepriono bertujuan untuk
mendiskripsikan dan menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan untuk

mengetahui faktor- faktor penghambat pendukung peran Dinas Koperasi dan

%Maulana Ibrahim, “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan
Samarinda Ulu Kota Samarinda”, eJournal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1, 2016, hal. 256-267
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UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di
Kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan
Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota
Samarinda dengan memberikan kemudahan perijinan serta dukungan serta
regulasi yang kuat, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh
Dinas Koperasi dan UKM vyaitu melakukan kegiatan Temu UKM dalam
upaya peningkatan jumlah pelaku UKM di Kota Samarinda. Pembinaan yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM meliputi kegiatan peningkatan
Kapasitas SDM melalui pelatihan serta pemasaran produk UKM di Kota
Samarinda. Faktor pendukung kegiatan pemberdayaan UKM di Kota
Samarinda meliputi dukungan fasilitasi pembiayaan dari perbankan serta
dukungan dari asosiasi UKM yang berperan aktif dalam mendukung program
pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM sedangkan faktor penghambat
keterlambatan anggaran dan minimnya tenaga penyuluh UKM.*° Persamaan
penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah
sama-sama membahas faktor penghambat dan faktor pendukung dalam
memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk
perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai peranan dinas
setempat dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai strategi dinas

“0Dwi Sepriono Nur, “Peran Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) di Kota Samarinda”, eJournal Administrasi Negara Vol. 5
No. 2, 2017
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setempat dalam memberdayakan salah satu Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) binaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Robby Firmansyah, dkk bertujuan untuk
mendiskripsikan dan menganalisis stategi Pemerintah Kabupaten Madiun
dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
khususnya di sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
Kabupaten Madiun. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar)
Kabupaten Madiun telah melaksanakan strategi-strategi dalam pemberdayaan
UMKM di Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kabupaten Madiun. Strategi-
strategi yang pernah dilakukan oleh Diskoperindagpar Kabupaten Madiun,
antara lain: 1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, 2) Pengembangan
Pemasaran, 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Strategi pengaturan
dan pengendalian. #* Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang
sekarang adalah sama-sama melakukan strategi pemberdayaan yang
dilakukan oleh dinas koperasi daerah setempat terhadap Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM). Untuk perbedaannya adalah penelitian tersebut
terfokus untuk memberdayakan sentra, sedangkan penelitian sekarang hanya

terfokus pada satu UMKM.

“IRobby Firmansyah, et. All., “Stategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian,
Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu
Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun), Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1, 2017, hal. 154-
160
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G. Kerangka Konseptual
Dalam menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada fokus
penelitian maka disusun suatu kerangka konseptual. Penelitian ini merupakan
penelitian desktiptif yang bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang
berkaitan dengan strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
dalam pemberdayaan usaha tempe kripik di Kelurahan Tamanan Kecamatan
Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan
1. Meningkatkan usaha pada sektor )
produksi dan distribusi. )
2.Setiap produk makanan dan minuman Kesejahteraan
terdapat standarisasi kelayakan. pelaku Usaha
> Mikro Kecil dan
Menengah
(UMKM)
Usaha Tempe Kripik
o -
Melakukan inovasi untuk

mempertahankan kualitas produk.

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber data
sekunder seperti jumlah UMKM vyang ada di Kabupaten Trenggalek dan
kontribusi atau aksi nyata yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan dalam memberdayakan usaha binaannya, kemudian dilakukan
survei lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara

mendalam kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis
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kualitatif, sehingga diperoleh informasi upaya dalam memberdayakan usaha
tempe kripik di Kelurahan Tamanan kemudian hasil dari penelitian di analisis
dan dikaji lebih mendalam lagi. Sehingga melalui program ini diharapkan
dapat mensejahterakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di

Kabupaten Trenggalek.
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